BUPATI BANGLI

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955/817/2020

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA

Menimbang :

Mengingat

ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021
BUPATI BANGLI,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun
2019 Nomor 2) perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Sebagai Pengguna
Anggaran Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan :

KESATU

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun
2020 Nomor 3);

12.Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli
Tahun 2020 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG PENUNJUKAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Menunjuk Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU

mempunyai tugas :

a. menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD),

b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPDJ;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPMj;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi

tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang dipimpinnya;

l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD);

m. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang dipimpinnya dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangli.

o

bt R

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA,
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.

Paraf dan Tanda Tangan Pejabat sebagaimana dimaksud
diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima)
dan kolom 6 (enam) lampiran keputusan ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana
dimaksud diktum KELIMA dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2020

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali (Biro Keuangan dan Biro Hukum dan HAM) Sekretariat
Daerah Provinsi Bali.

Inspektur Provinsi Bali.

Ketua DPRD Kabupaten Bangli.

Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Bangli.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
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